LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7 Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEDUNGPOH,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja
kalurahan tahun anggaran 2025 merupakan
perwujudtan dari rencana kerja pemerintah
kalurahan tahun 2025 yang telah ditetapkan
dengan peraturan kalurahan kedungpoh nomor 4
tahun 2024;

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja
kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun
anggaran 2025 yang ditetapkan dengan peraturan
kalurahan;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Beritg

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah [stimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah terakhir ~dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Desa Yang Bersumber Dari

Belanja Negara,

tentang Dana
Anggaran Pendapatan dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun

rJ



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian
Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul tahun 2021-2026:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan:
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019
tentang  Perubahan Atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun
2018 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor .... Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;

23. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun
2017 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

24. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-
2025;

25. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 4 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025;

26. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 5 Tahun
2024 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2025;

27. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik
Kalurahan Tahun 2025,

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
dan

LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH



Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedung

TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1
poh Tahun

Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.
2

3

Rp. 3.258.346.400
Rp. 3.352.639.870
Rp. (94.293.470)

Pendapatan Kalurahan

Belanja Kalurahan
Surplus/Defisit
Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 94.293.470

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Selisih Pembiayaan Rp. 94.293.470

SiLPA Tahun Anggaran Berjalan Rp 0
Pasal 2

lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Uraian
d Pasal 1 tercantum dalam

Kalurahan sebagaimana dimaksu
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar sctiap orang dapat mengetahui, ~memerintahkan

pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran

Kalurahan Kedungpoh.
Ditetapkan di Kedungpoh

pada tanggal 22 Desember 2024

LURAH KEDUNGPOH,
ttd.

DWIYONO

Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal %. Desember 2024
CARIK KEDUNGPOH,

by

RUSLAN MUDZAKIR
LEMBARAN DESA KEDUNGPOH TAHUN 2024 NOMOR 7
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TAHUN ANGGARAN 2028
Jonis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN """::'I‘“ KETERANGAN
1 2 3
. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 29.925.000,00
a2 Pendapetan Transter 200484 4000
43 Pendapatsn Lain-tsin 18.000.000,00
JUMLAH PEMDAPATAM 3.258.348.400,00
8. BELANJA
i Selanja Pagevei 752.214 004,00
52 Belanja Barang dan Jasa 1.222.825.490.00
53 Belanja Modal 1.308 459.944,00
64 Belanjs Tidak Terduge $9.140.432.00
JUMLAH BELANJA 3.352.639.570.00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.293.470,00)
8. PEMBIAYAAN
et Pontimaen Pambiayen 94 290 470,00
£ SLPA Tahun Sebekennye R |

- 301212024 13 38.21




LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH

TAHUN ANGGARAN 2025
Jonis APBODes : APBDes Awel
m‘:ﬂ - Mﬂﬂ SUMBERDANA
1 2 3 4 [
a4 PEMDAPATAN
41 Pendapatan Ash Desa 20.925.000,00
42 Pendapatan Transler 3.210.421 400,00
43 Pendapaian Lam-am 18.000.000.00
JUMLAH PENDAPATAM 3.268.348.400.00
L 3 BELAMJA
1 BIDANG PENYELENGGARAMN PEMERINTAMAN DESA L1021.40.00
1.1 Parystenggarsn Detanjs Siitap, Tunjangen dan Opsrasional B20.531.404.00
Pemerintahan Dess
1.1.0 Peryecisan Penghasilan Tetsp dan Turjangan Kepaia Desa #45.800.000,00 | ADD
1.1.01 | 5.1 Belanys Pegawsi 46.800.000,00
1.1.02 Penyedisan Penghasian Tetap dan Tunjangan Peranghat Desa 603.585 300,00 | ADD
1.1.02 | 51 Belanjs Pegrwai 803585 300,00
1103 Penyedusan Jaminan Sosis! bagi Kepaia Oesa dan Perangkat Desa 39.600.924,00 | ADD
1108 | 81. Betanys Pegawa 39 600 924,00
1104 WWMM&“& Honor PKPKD dan PPK 124.349.370,00 | ADD. DLL. PAD. }
1.1.04 | 52 Beianja Barang dan Jasa 124.345.370,00
1.1.08 Penyedisan Tunjangan BPO 62.247.780,00 | ADD
1108 | 51. Betanja Pegawal B62.247.780.00
1.1.086 Penyediasn Operasional BPD (rapst, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 2.570.000,00 | PRH
m, Lisérik dif)
1108 | 52 Beianja Bareng dan Jasa 2.570.000,00
1.10.07 Penyedissn insentitfOperasional RT/RW 30.498.120,00 | ADD
1107 | 52 Belenjs Barang dan Jasa 30498.120,00
1.1.08 Penysdiaan Operasionsl Pemaeriniah Desa yang bersumber deri Dana Des 19.200.000,00 | DOS
[ ]
1108 | 52 Beiarys Barang dan Jess 16.200.000,00
12 Penyediaan Sarsna Prasarsna Pemerintahan Dess 0,520, 944,00
120 Ponyadaan Sarana (Aset Tetap) Perksntoran/Pemerntshan 15.508.044.00 | ADD. DLL. PAD
1200 | 52 Belarga Barang dan Jass 9.225.000,00
1200 | 53 Belanja Mods! 5.341.944,00
1202 Pamaiiharaan Gadung/Presarans Kantor Dess 5.000.000,00 | DOS
1202 | 52 Belarja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Halaman 1
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|
KODE
REXEMING URAIN "'“t“.:"‘ SUMBERDANA
¥ 2 3 4 ]
1203 :‘m Gedung/Prasarana Kantor Desa 50.000.000,00 | oos
1200 | 52 Beianja Barang dan Jass 50.000.000.00
1.290 Pengadaan Peralatsn Kerjs 13.450.000,00 | POM
1290 | 53 Belarya Modal 13.450.000.00
1282 Penyachaan Jasa Perbeduan/Service Mebel 3.912.00000 | PAD
1292 | 52 Belanja Barang dan Jass 3.912.000,00
1204 RehasbiltasiPemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 5.100.000,00 | PBM
1294 | 52 Beisnia Barang dan Jasa 5.100.000,00
1285 Penyediasn Jasa Perbakan/Service Peralstan Kera 6.500.000,00 | PoM
1285 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
1.3 Pengeiolaan Administres| Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik 30.530.000,00
dan Kearsipan
1.3.00 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudulsn 2.409.000,00 | PAD
1301 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.409.000,00
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa ™) 14.9825.000,00 | DOS, PBP
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 14.825 000,00
1303 Pengeiolaan Adminsirasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 3.415.000.00 | PAD
1303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.415.000,00
1305 Pemetsan dan Ansliss Kemiskinan Desa secamn Partisipatil 2.043,000,00 | PoP
1305 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.043.000,00
1390 Penyusunan Monografi Desa 738.000,00 | PAD
1390 | 52 Belanja Barang dan Jasa 738.000,00
139 Pendsisan Kehuanga/Rumah Tangga Miskin 7.000.000,00 | DDS, PAD
1391 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.000,000,00
14, Penysienggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanasn, Keuangan 78.841.000,00
dan Pelaporan
1401 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanasn Desa/Pembahasan APBDes | 12.725.000,00 | DoS
Reguier)
1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.728.000,00
1.4.02 w“m Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 6.925.000,00 | DOS
1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa €.925.000,00
1403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) 14.408.000,00 | PAD, PBH
1403 | 52 Belanjs Barang dan Jase 14.498.000,00
1404 wmwmmmmw 4,000.000,00 | PEM
1404 | 52 Beianja Barang dan Jasa 4.000.000.00
1.4.05 Pengeloisan Administrasy Inventansas/Pendaian Aset Desa 4.800.000,00 | Pev, PP
1405 | 52 Belarys Barang dan Jass 4.800.000.00
1.4.08 w Kebyakan Desa (Perdes/Perkades seian Perencansanisuan 6.970.000,00 | PAD, PRP
gan
1408 | 52 Belanjs Bareng dan Jasa 6.970.000,00
1407 mmmmmmmmmm 3.753.000,00 | PaH
- 201272024 134113 Halaman 2
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1407 | 02 Belanjs Barang dan Joss 3 783.000,00

1408 Pangembengen Bistem infarmas) Dese 10.290 000,00 | ODS, PaP
1408 | 82 Halorya Barwng den Jeus 108.290 000,00

1400 Panyusunan Laporan Keusngan Bulsnen/P ) den Demestersn 672000000 | PAD
1400 | 02 Belenje Barang den Jess # 720 000,00

1.4.00 Monitoning den Eveluas! Kagisian Pembangunan 2000 000,00 | PAD
1400 | 02 Belanje Berang dan Jess 2000

18 Sub Bideng Pertanahen 155005050

1.684 Intensifiiasl Pemunguisn Pajsk Deersh/ PBE 1.500.000.00 | PAD
1804 | 52 |  Belenje Bareng den Jase 1.600.600,00

i RIDANO PELAXBANAAN PEMBAMOUNAN DESA LI41.600.000.00

21, Buts Bidang Pendidikan 128.060.000,00

2100 Panysienggarsn PAUDTI/TPA/TKAITPO/Madrssah Nonf ormel Milk Des $3.050 000,00 | DOS

& (Honot, Palusian dif)

2101 | B2 Bolenje Barang dan Jess 93.080.000,00

210 Ponyuluhen dan Polstihen Pandidian Bag Mesysrskat €000.000,00 | DOS
2103 | 82 Beisnjs Barang dan Jesa @ 000 000,00

2100 Pengembengan dan Pembinaan Banggsr Sani dan Balajar 20.000.000,00 | pos
2100 | 82 Belanja Barang dan Jusa 29.000.000,00

22 Bub Bideng Kesehalan 197.188.000,00

2202 Penystenggarnan Posyendu (M Tambehen_ Kis Bumi Lameia. insenti) 121.083.000,00 | DOS, PP
2202 | 82 Belanjs Barang dan Jees 121,083 000,00

22m :;n lnmm Bidang Kesshalan (Uniuk Masy. Tenaga dan Ka 25.870.000.00 | DOS. PRP
2200 | 82 Belanjs Barang den Josa 26 870.000,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siage Kesohalan 12.000.000.00 | DoS
2204 | 82 Belanjs Barang den Jase 12.000,000,00

2208 Pomeiinarsan Sarana Prasarans PosysnduPolindesPKD 2.000.000,00 | Dos
2208 | 82 Belanja Barang dan Jasa 2.000 000,00

2200 Penysienggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Fosbindu) 1.828.000.00 | DO8
2200 | 6.2, Belanja Barang dan Jasa 1.828.000.00

220 Pembinean Gerekan Masyarshat Hidup Sehal (Germas| 12.400.000,00 | DoS. POP
22m | 82 Belanja Barang dan Jasa 12.400 000,00

2200 insentl kador kesohatanB 12.000.000.00 | pos
2200 | b2 Batanis Barang den Jass 12.000.000,00

13 Bub Bideng Peherjaan Umnum den Pensisen Rusng 578.082.000,00

2310 Pembangunan/RehsbiiasPeningislanPengesean Jaisn Desa ™) 199.748.000.00 | pos
2310 | pa Belsrye Modal 196.748.000,00

- pabonbneutubiastPenkighatonPonparasen duisn Linglungen 280.000.000.00 | Pex
23n | ss Belars hMogs 250.000.000,00
Ii’-u Pembengunen/Rehabiiiss/Peninghatsn/Pengerasan Jeisn Ussha Tani =) 49 .735.000,00 | oos
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URAIAN l":ﬂ;“ SUMBERDANA,
i 2 3 4 [ ]
2312 | 53 Balarya Moda! 40,735 000,00
W"‘Fﬁﬂ . ]
234 1 Prasarana Jaisn Dess (Gorong. 3 7918200000 | DOS. PEx
2314 | 52 Beiarya Barsng dan Jesa £39 00000
2314 | 53 Balanjs Modsl T8.843.000,00
24 Sub Bidang Kewasan Pemuliman 334.540.000,00
240 w Program Rumah Tidak Laya 185.000.000.00 | PBP
2401 | 52 Belema Barsng den Jasa 195.000.000,00
2403 mlnrﬂl mumummmwu_n $0,000.000,00 | DOS
L7
2403 | 53 Belarys Modal 90.000.000,00
247 Pembangunan/Rehabitasi/Peningkatan Teman/Taman Beman Anak M §1.540.000,00 | oos
k Desa =)
2417 | 83 Belprys Modal 51.540 000,00
8. Sub Bidang Perhubungan, Komuniies! dan Informstika 0.2498.000,00
2602 Penysienggarasn informasi Pubik Desa (Poster. Baiiho DI} 4.246.000,00 | oos
2602 | 52 Beianja Barang dan Jasa 4.248.000,00
2808 mnmuuu dan Pambuatan Jsnngan/instaissi Komunkas: dan Informasi 4.000.000,00 | Dos
260 | 52 Belanga Barang dan Jasa 2.250.000,00
2608 | 53 Balana Modal 1.750.000,00
28 Sub Bldang Periwisata B03.000.000,00
28 Pembangunan/RehsbiitasiPeningiatan Sarana dan Prasarans Parwssts 500.000.000,00 | PaP
Ml ™)
2802 | 53 Belara Moda! 500.000.000,00
2881 Peningkaten Kapasitas Pengelcla Wisata Mk Desa 3.000.000.00 | DOS
289 | 52 Betania Barang dan Jasa 3.000 000,00
2 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN £8.310.000.00
. Sub Bidang Ketenteraman, Ketartiban Umum dan Perlindungan 8.000.000,00
Ty it
3102 Penguatan & Peninglatan Kapasdas Tenage Keamaensnistertiban oleh P 5.000.000.00 | PaH
amdes
3102 | 52 Ealanja Barang dan Jesa 5.000.000,00
3180 Pembinasn ketembagaan Desa Tangguh Bancana 3.000.000.00 | DDS
3190 | 52 Belanja Barang dan Jesa 3.000.000.00
32 Sub Bidang Mebudayasn dan Keagamasn 15.200.000,00
zm Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 12.000.000.00 | 0OS
zom | 52 Belarys Barang dan Jesa 12.000.000,00
3290 Pembenan stimulan kegistan kssgamaan 3.200.000,00 | Pen
31290 | 52 Belanjs Barang can Jasa 3.200.000,00
1 Sub Bideng Hepemudaan dan Clahrage 20.875.000.00
13m Penysienggaman Festivallomba Kapemudaan dan Olarags Tingkal Desa 10.125.000,00 | DLL
130 | sz Belarys Barng an Jasa 10.125.000,00
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URALAN ANGGARAN SUMBERDAMNA
RENEWING {Rp)

1 2 3 4 ]
2308 Pembinasn Karsng Tanna/Xiubd Kepemudssn/Olshrags Tingkst Desa 1.750.000,00 | pos
2308 | 52 Betanjs Barang dan Jass 1.750.000,00
1390 Pelghsanaan peringstan har besar nasional 8.500.000,00 | PBH
3390 | 52 Belanja Barang dan Jess 6.500.000,00
130 Operasional Karang Taruna 2.500000,00 | PEM
3383 | 52 Beianja Barang dan Jass 2.500.000.00
34 Sub Bideng Kelembegaan Masyarakat 14.236.000,00
34 Pembinsan Kader Pemberdaysan Masysrakat 3.600.000,00 | oosS
349 | 52 Beianja Barang dan Jass 3,600.000,00
3492 Wmmmmmmm 2.635.000,00
3am | 52 Belanjs Barang dan Jasa 2.635.000,00
3405 Operasional LPMD dan/stau LPMP 4.000.000,00
3495 | 52 Belsnja Barang dan Jasa 4.000.000,00
3488 Operasional PKK 4.000.000,00
3498 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 244.299.000.00
42 Sub Bideng Pertanian dan Petermakan 220.323.000,00
4201 Peningkatan Produks: Tanaman Pangan (alat produksipengeiolaanipengg: 50.427.000,00

hngan)
4201 | 53 Belanja Modal 50.427 000,00
4202 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 90.896.000,00
4202 | s2 Belanya Barang dan Jass 90.896.000,00
4204 Pemaeiiharsan Saluran ingasi Tersier/Sederhana £.000.000,00
4204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
2@ Pembinaan/Pemberdayasn Kelompok aniGapokian 70.000.000,00
4292 | 52 Balanjs Baranp dan Jasa T0.000.000.00
43 Sub Bideng Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 20.460.000,00
4302 Penngiatan Kapatitas Perangkat Desa 11.460.000,00
4302 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 11.480.000,00
4303 Peningistan Kapesias BPD $.000.000,00
4300 | 52 Beianja Barang dan Jasa $.000.000,00
4 Sub Bidang Pemberdayssn Perempusn, Periindungan Anak dan 8.080.000,00
4403 Pelatihan dan Penguatan Penysndang Difabel (Penyandang Disabilitas) 3.080 000,00
4403 | 52 Belarja Barang dan Jasa 3.080.000,00
44 Pembinssn kelahanan keuana 5.000.000,00
4404 | 52 Belanis Barsng dan Jose 5.000.000,00
45 Sub Bidang Noperssl, Usaha Micro Kecll den Mensngah (UMKM) 73.358.800,00
4590 m—,w*mﬂﬂ“d 10.000.000,00
4590 | g2 Belarys Barang dan Jasa 10.000.000,00

R oo 0




URALAM ANGOARAN SUMBERDANA
{Rp}
3 ] ]
PonyeiangQeraan paMErsn pambanguNen/promosl produk usahs masyar 83.358.000.00 | DOS
kol tingksl desa
Beisnia Barang dan Jesa £3.358.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanamen Modal 5.250.000,00
Pelatihan Pengeicisan BUM Desa (Paistinan yg dilsksanakan oleh Pemde §.250.000,00 | DDS
8)
Belanja Barang dan Jasa §.250.000.00
Sub Bideng Perdagangan dan Perindustrian 18.520.000,00
Pambangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa 16.828.000,00 | DDS
16.828.000,00
§8.140.432.00
48.740.432.00
18.740.432,00 | DDS
18,740.432,00
50.400.000,00
50.400.000,00 | DOS
Betanja Tidak Terduga 50,400.000,00
JUMLAH BELAMJA 3.352 830.070,00

R 301212024 134113 T —




KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

NOMOR 05 TAHUN 2024
Tentang

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH TENTANG APBKAL KALURAHAN

KEDUNGPOH T.A.2025

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPKal
dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan
Kalurahan maka perlu ditetapkan Keputusan
BPKal tentang Kesepakatan BPKal atas Rancangan
Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang AFPBKal
Kalurahan Kedungpoh T.A.2025
Mengingat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
Eulﬁtmtmgﬂldml‘urmummneu;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tlhunﬂulgtmnngﬂndmhmummtmﬂm:
Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Badan Permu tan
Kﬂurnhmmmuhmmd 13 Desember 2023 ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
KESATU: Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan
Nomor 05 Tahun 2024 tentang Hasil Kesepakatan Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh atas
Peraturan Kalurahan tentang APBKal Kalurahan
Kedungpoh T.A.2025
KEDUA: Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh menyatakan
SEPAEAT menyetujui Tentang Peraturan
Kalurahan Kedungpoh tentang APBEal Kalurahan Kedungpoh
T.A.2028 Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Hummmdmmewhmw
terpisahkan dalam keputusan ini.
KETIGA: Keputusan Badan Permu Kalurahan ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkandil{edunmoh
pada tanggal 13 Desember 2024




BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
mmm FHEHZHRA'IUM K&LURA}ULEHGPDH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025,
Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Jum’at, 13 Desember 2024
Jam : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan
Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh
scbagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

MnteﬁatautopikyangdibahandahmFonminimynngbem‘ndak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:
“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor ... Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun

Anggaran 2025"

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : Prapto S  dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis :  Akhid AH dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber . Dwiyono  dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di
atas, selanjutnya seluruh peseria sidang memutuskan dan menyepakati

ndapatan Dan Belanja Kalurahan

_ Tahun 2024 tentang Anggaran Pe
adi Peraturan Kalurahan

Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 menj



Kedungpoh Nomor .... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025"

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 13 Desember 2024
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

snangoamancacy et

Jaian Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
- nglipar @guounglodulkab go i, Laman - nglipar gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 53 /KPTS/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU NGLIPAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran
2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan
dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan
dengan Keputusan Panewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Panewu Nglipar
fentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan
Kedwwah Kapanewon Nglipar Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mammbhhbnbmmkﬂdlmahmern
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Mhmﬂtmmmmuwmm
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Ciphmnmwndw;

Mengingat



KESATU

KEDUA

KETIGA

3 Undmg—UndmgHmﬂ!TahmMndlhhumum
mmumsummnmmquym

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor... Tahun 2024 tentang
Pedoman menandmwmmn Pendapatan
dan Balanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun
anmmmunmulammmm
mnmmmmmwmn

: Lurd\hummaaadmpmrmmmmmm

dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan

Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi

Mpa:iumnmjm}naﬂmammmdm
usan ini.

: Keputusanhimuhibuhkupndaurmnldm.

Ditetapkan di Nglipar
padatanggal 3o Rescembtr 2024




LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR ...53..... TAHUN 2024

HASIL  EVALUASI  RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

Aspek Evaluasi

Ya | Tidak

Alat Verifikasi Keterangan

Aspek Lepalitas dan Administratif

11

Apakah semua

evaluasi telah
diterima dari
kalurahan secara
lengkap.

Check list dokumen Dokumen yang
yang telah disampaikan oleh

Ekspedisi Surat
a) Surat
Pengantar/ Bukti Kirim Lurah tentang




tentang Pendirian
BUM Kalurahan,
Peraturan Kalurahan
tentang Pengelolaan
Kekayaan/asel
Kalurahan, Peraturan
Kalurshan tentang
Penyertaan Modal,
Peraturan Lurah
tentang Pakaian
Kerja Kalurahan, dan
dokumen lainnya
yang terkait dasar
penganggaran dalam
_ APB Kalurahan.

1.2 | Apakah pengajuan 1. Surat Penganta/ | Rancangan Perkal
rancangan Perkal Bukti Pengiriman/ tentang APB Kalurahan
tig APB Kalurahan Bukti E atau Rancangan Perkal
atau Perkat ttg \ | 2. BA hasil tentang Perubahan APB
Perubahan APB musyawarah Kalurahan disampaikan
Kalurahan Bamuskal/ kepada Panewu untuk
dilakukan tepat Kesepakatan dievaluasi paling lama 3
waktu. Bersama Lurah han setelah disepakati

dan Bamuskal bersama Lurah dan
Bamuskal.

1.3 | Apakah Bamuskal 1. BA Kesepakatan Fungsi Bamuskal untuk
telah menyepakati Barsama/ BA membahas dan
rancangan Perkal musyawarah lurah | mecermati dan
tentang APB | dan Bamuskal. menyepakati rancangan
Kalurahan atau 2. Undangan, Daftar perkal telah
rancangan Perkal Hadir dan Notulen | dilaksanakarv tidak.
tentang Musyawarah.

Perubahan APB
Kalurahan

1.4 | Apakah yang Peraturan Menten, Regulasi tingkat
teranggarkan Pergub, Perbup, Kementrian, Propinsi,
dalam rancangan | v Perkal dan atau Kabupaten dan

substansi
kebijakan

Kesimpuian pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif -

; Mhm:m.zurmpmﬂ konsumsinya
wﬁnm
3. Harap mencermati satuan volume




22

23

24

25

28

2.7

28

29




2.10

21

212

213

2.14

2.15

2.16

217

2.18

219

2.20

221

222




2.23 | Apakah Penyertaan

kelayakan usaha

2.24 | Apakah pos
Penerimaan ¥
Pembiayaan dalam
APB Kalurahan atau
Perubahan APB
Kalurahan terdapat
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiPA) tahun
anggaran sebelumnya

2.25 | Apakah SiLPA yang
teranggarkan sumber | ¥
dananya telah sesuai

sumber dana awainya

2.26 | Apakah Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran |
(SilPA) tahun
sebelumnya pada
evaluasi Perubahan
APB Kalurahan telah
digunakan seluruhnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :
1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu
2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025
3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Kedungpoh
4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku




LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN TAHUN 2025

Kalurahan : Kedungpoh
Kapanewon : Nglipar
Kabupaten : Gunungkidul

No

Aspek Evaluasi

Kesasuaian

Ya | Tidak

1

Aspek Legalitas dan

Administratif

11

Apakah semua
dokumen pra
syarat evaluasi
telah diterima dari
kalurahan secara

lengkap.

v

Check list dokumen
yang telah
disampaikan oleh
Ekspedisi/ Surat
Pengantar/ Bukti Kirim




tentang Pakaian
Kerja Kalurahan, dan
dokumen lainnya
yang terkait dasar
penganggaran dalam
APB Kalurahan.

1.2 | Apakah pengajuan 1. Surat Pengantar/ Rancangan Perkal
rancangan Perkal Bukti Pengiriman/ tentang APB Kalurahan
tig APB Kalurahan Bukti Ekspedisi. atau Rancangan Perkal
atau Perkat tig 2. BA hasil tentang Perubahan APB
Perubahan APB musyawarah Kalurahan disampaikan
Kalurahan Bamuskal/ kepada Panewu untuk
dilakukan tepat Kesepakatan dievaluasi paling lama 3
wakiu. Bersama Lurah hari setelah disepakati

dan Bamuskal bersama Lurah dan
Bamuskal.

1.3 | Apakah Bamuskal 1. BA Kesepakatan Fungsi Bamuskal untuk
telah menyepakati Bersama/ BA membahas dan
rancangan Perkal musyawarah lurah | mecermati dan
tentang APB dan Bamuskal. menyepakati rancangan
Kalurahan atau 2. Undangan, Daftar perkal.
rancangan Perkal Hadir dan Notulen
tentang Musyawarah.

Perubahan APB
Kalurahan.

1.4 | Apakah yang Peraturan Menteri, Regulasi tingkat
teranggarkan Pergub, Perbup, Kementrian, Propinsi,
dalam rancangan Perkal dan atau Kabupaten dan
APB Kalurahan Periur yg memuat Kalurahan yang memuat
telah ada dasar subtansi. substansu kebijakan
hukumnya penganggarannya.

xmmmmmmdmmw
spesifikasinya

h hp=




s

Aspek Evaluasi

Kesesuaian

Alat Verifikasi

Ya | Tidak

Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi

-l

Apakah rancangan
perkal APBKal atau
Perkal Perubahan
APBKal disusun
mendasarkan pada
RKPKal atau
Perubahan RKPKal.

v

- Perkal RKPKal
- Perubahan
RKPKal

2.2

Apakah penempatan
kelompok
pendapatan telah
sesuai dgn peraturan
yang ada

APBKal
- rancangan

- PAKal

- Pendapatan
Transfer

- Pendapatan Lain-
lain

23

- data tren
pendapatan
kalurahan dan
realisasinya

24

25

27




dari 1 (satu) tahun
anggaran (multiyears)

28

Apakah Belanja
Kalurahan yang
ditetapkan dalam
APB Kalurahan
paling banyak 30%
dipergunakan untuk:
1. penghasilan tetap
dan tunjangan Lurah
dan Pamong
kalurahan;

2. tunjangan dan
operasional
Bamuskal

210

Apakah penghasilan
tetap dan tunjangan
Lurah dan Pamong
kalurahan telah

sesuai dengan
ketentuan

211

Apakah operasional
Bamuskal, serta
insentif RT/RW telah
dianggarkan.

212

Apakah iuran BPJS
Naker Bamuskal dan

213

2.14

215

216

217




218

219

220

221

:":adlﬂﬂan telah
itetapkan dengan
Peraturan Kalurahan

222

Apakah ada pos

Pengeluaran
Pembiayaan untuk
Penyertaan Modal
pada BUM Kalurahan

223

Apakah Penyertaan
Modal pada BUM
Kalurahan telah
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan dan
ditetapkan melalui
Peraturan Kalurahan
dan memenuhi nilai

kelayakan usaha

224

Apakah pos
Penerimaan
Pembiayaan dalam
APB Kalurahan atau
Perubahan APB
Kalurahan terdapat
Sisa Lebih

Perhitungan
Anggaran (SilPA)
tahun anggaran
sebelumnya

225

Apakah SiLPA yang
teranggarkan sumber
dananya telah sesuai
sumber dana
awainya

Apakah Sisa Lebih
Perhitungan




Anggaran (SilPA)
tahun sebelumnya

pada evaluasi
Perubahan APB
Kalurahan telah
digunakan
seluruhnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :
1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu
2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025
3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Kedungpoh

4. Penempatan pos telah i
i salgoidia pendapatan sesuai dengan peraturan perundangan-

Evaluasi dilakukan tanggal : 3071 2024 Ketua Tim Evaluasi,

Hasil Evaluasi :
1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan -

;_Nama : Heru Widiyanta, S.I.P
Jabatan : Panewu Anom




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH
s S
Posel : mm.p.i&. ronting M.mmmmu

BERITA ACARA ASISTENS!
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2025

MIMWnMMTﬂmmmsmmhn
rekomendasi sebagai berikut:

rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan
Kalurahan
Bamuskal

2 Rancangan APBkalurahan Tahun Anggaran Agar segera menyelesaikan rancangan
2025 belum selesai disusun. APBKal dengan:

tentang APBKal Tahun Anggaran
2025 paling lambat pada tanggal 31
Desember 2024 dan
menyampaikannya kepada Bupati




lambat 5 hari setelah ditetapkan

3| Terdapat anggaran pendapatan yang berasal dari | Agar  dalam  penetapan anggaran
PADes dan Pendapatan lain-lain, namun beium | pendapatan sesuai dengan perhitungan
didukung dengan pembuatan kertas kerja | kertas kerja yang tepat dan memadai.
perhitungan anggaran PAD dan rincian
Pendapatan Lain-lain

4| Pendapatan transfer belum sesuai Pagu Indikatif | Agar melakukan koreksi nilai pendapatan
Dana TransferBantuan Keuangan yang | atas pendapatan transfer sesuai dengan
ditetapkan. pagu nilai yang telah ditetapkan.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

rekomendasi maksimal tanggal 27 Desember 2024,
WWWWMMMMMMWMWMTMW
2025 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 30 Desember 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan dar masing-

Wonosari, 9 Desember 2024
Ketua Tim,

7

NIP. 18780101 201101 1 006

Pengendali Teknis,




